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A. Arti Penting Kebijakan Penyuluhan Pertanian
Jika kebijakan dartikan sebagai pilihan terbaik yang perlu dilakukan oleh setiap manajemen untuk mengelola sumberdaya demi tercapai-nya tujuan yang ditetapkan, maka pemerintah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penyuluhan pertanian yang secara empiris memiliki peran strategis sebagai: pemicu maupun pemacu/pelancar pembangunan pertanian.

Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena penyuluhan pertanian  pada hakekatnya merupakan kegiatan pendidikan pembangunan kaitannya dengan: penyampaian inovasi, ,menyadarkan  dan mendo-rong petani untuk mencoba dan menerapkan teknologi baru dalam pelaksanaan pembangunan pertanian (Mosher, 1966). Lebih-dari itu, Leagans (Samedi, 2001) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur yang sangat esensial bagi pembangunan pertanian,  Bahkan Schumacher (1976) menempatkan pendidikan sebagai sumberdaya pembangunan yang terpenting, lebih penting dibanding investasi dalam bentuk modal, peralatan, dll.

Arti penting kebijakan penyuluhan pertanian, semakin nampak nyata dari telaahan tentang sistem penyuluhan pertanian  (Bab I, Gambar 2) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian akan berkaitan dengan banyak pihak yang melakukan beragam kegiatan, yang meliputi: penelitian, diseminasi informasi/inovasi, pengadaan sarana produksi, pengadaan peralatan/mesin pertanian, pemasaran produk yang dihasilkan, pembiayaan, transportasi, dan aneka jasa yang lain.  Sehingga, kegiatan penyuluhan pertanian tidak cukup ditangani oleh satu institusi pemerintah, tetapi akan melibatkan banyak instansi yang memerlukan koordinasi dan integrasi secara berkelanjutan.
Dalam hubungan ini, dalam UU No. 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian mencakup: strategi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, serta pengendalian dan pengawasan
B. Bentuk-bentuk Kebijakan Penyuluhan Pertanian 
     di Indonesia
Penelusuran tentang beragam kebijakan penyuluhan pertanian yang pernah dipraktekkan di Indonesia, menunjukkan beragam model yang layak dijadikan acuan di masa-masa mendatang, seperti;

(1)  Pembangunan Kebun Raya Bogor 

Kebun Raya yang dibangun pada 17 Mei 1817 oleh Reindwardt tersebut, merupakan kebun koleksi tanaman yang memiliki potensi dikembangkan sebagai komoditas baru yang laku di pasar inter-nasional (kelapa-sawit, ketela pohon, dll)

(2) Pelaksanaan Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Pelaksanaan Tanam Paksa (1831-1917) sering hanya ditonjolkan sisi negatifnya karena dilakukan dengan cara pemaksaan dan kurang memberi manfaat bagi masyarakat pribumi dibanding yang dinikmati pemerintah Belanda.

Tetapi, sebenarnya mengandung sisi baik, dalam arti dibentuknya komisi yang terdiri dari petugas-petugas Pangreh Praja (PP) yang bertugas melakukan percobaan dan penyuluhan untuk peningkatan produksi.

(3) Pembentukan Departemen Pertanian 

      (Department van Landbouw)
Dengan dibentuknya Departemen Pertanian pada 1905 kegiatan penyuluhan pertanian mulai diintensifkan. Tetapi manfaat penyuluhan kurang dirasakan petani karena dilaksanakan oleh petugas Pangreh Praja (PP) dan bukannya langsung kepada petani. 
Karena itu, pada 1908 mulai diangkat pembantu penasehat pertanian (Assistent Landbouw Adviseurs) tamatan Sekolah Pertanian (Land-bouwschool)
(4) Pembentukan Landbouw Voorlichting Dienst (LVD) 

Pada tahun 1910, dibnetuk LVD, dengan tugas pokok melaksanakan penyuluhan, tetapi kegiatan penyuluhan masih berada pada PP.  Karena itu, kegiatan penyuluhan dilaksanakan baik secara halus maupun secara keras.

Kondisi tersebut baru mengalami perubahan setelah pada 1921 LVD dijadikan Dinas Pertanian Propinsi yang terlepas dari PP,   Sejak saat itu, LVD (di samping tetap menjadi penasehat PP) berdiri sendiri untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bertanggungjawab langsung kepada Departemen Pertanian.
(5) Penyuluhan Oleh LVD
Beberapa kemajuan dicapai melalui penyuluhan yang dilakukan oleh LVD.  Salah satunya adalah, mulai ditinggalkannya cara-cara keke-rasan dalam kegiatan penyuluhan.
Pada 1910, sebenarnya sudah mulai pendidikan pertanian di sekolah rendah.  Pada 1918 terdapat 21 sekolah pertanian, tetapi kurang mendapat perhatian masyarakat. Antara 1920-1927, sekolah-sekolah pertanian tersebut diubah menjadi Sekolah Usahatani atau SUT (Landbouwbedrijf School) yang di antara lulusannya bekerja pada LVD.

Padatahun 1927, dimulai penyelenggaraan Kursus Tani Desa (KTD).  Pada tahun 1938, terdapat 206 KTD di Jawa dan 16 buah di Luar Jawa dengan jumlah murid sebanyak 6.000 Orang.

(6) Jaman Jepang (1942-1945)
Pada masa ini, praktis tidak ada kegiatan penyuluhan.  Lulusan SUT maupun KTD habis tak berfungsi.

Yang ada, hanyalah kegiatan pemaksaan yang dilakukan melalui Son Sidoing (Mantri Tani) dan Nogya Kumiai (Koperasi Pertanian) di tingkat kecamatan untuk memperlancar Produksi Dan Pengumpulan Hasil.
(7) Pembentukan BPMD
Pembentukan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan, merupakan realisasi kebijakan penyu-luhan pertanian kaitannya dengan pelaksanaan RKI (Rencana Kese-jahteraan Istimewa) ke  I (1950-1955) dan ke II (1955-1960).
Melalui BPMD, penyuluhan dilakukan dengan melakukan kursus-kursus sebagai pelaksanaan metoda ”tetesan minyak” (olievlejk systeem).

Pada masa ini, pada 1958 telah dilaksanakan usaha peningkatan produksi beras pada sentra-sentra seluas 1.000 Ha yang kemudian dikenal dengan Padi Sentra
(8) Penyuluhan Masal (Tumpahan Air)
Pada pertengahan 1959, terjadi perubahan politik dengan dikeluar-kannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang ditindak-lanjuti dengan kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I.  Di bidang pertanian, kebijakan tersebut dinyatakan dalam bentuk Gerakan Swa-sembada Beras (SSB yang dipimpin oleh Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) di propinsi), yang di tingkat pusat dipimpin langsung oleh Presiden, berturut-turut oleh Gubernur (di propinsi), oleh Bupati (di Kabupaten), Oleh Camat (di Kecamatan) dan oleh Kepala Desa (di tingkat desa). 

Gerakan ini dilakukan secara besar-besaran di seluruh tanah-air, sehingga sejak itu metoda ”tetesan minyak” digantikan dengan ”tumpahan minyak.” 

(9) Bimbingan Masal (BIMAS)
Diawali dengan kegiatan Demonstrasi Masal oleh IPB di Karawang pada 1964/65-1965/1966, sejak 1966 pemerintah menetapkan kebi-jakan Bimbingan Masal (BIMAS).  Dalam organisasi BIMAS tersebut Perguruan Tinggi terlibat secara aktif, meskipun keberadaan mahasiswa sebagai tenaga penyuluh bersifat sementara (selama satu musim).
Kebijakan BIMAS ini dalam perjalanannya beberapa kali mengalami penyempurnaaan, seperti:

a) Pada musim tanaman 1968/69 dilaksanakan Bimas Gotong Royong, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak swasta, utamanya dalam pengadaan sarana produksi (pupuk dan pestisida), seperti: CIBA-Geigy, COOPA, Nichimen, dan Patra Tani (Pertamina)

b) Mulai 1969/70, diubah menjadi Bimas Nasional Yang Disempur-nakan (BNYD).

Pada masa ini, terjadi perubahan pada paket sarana produksi yang semula mewajibkan petani untuk mengambil Paket-kredit, diberi kebebasan sesuai dengan kebutuhannya. Bagi yang sama sekali tidak mengambil kredit, digolongkan sebagai peserta intensifikasi masala (INMAS).

c) Mulai 1970/71, mulai dikenalkan konsep ” Catur Sarana Unit Desa” (Hadisapoetro, 1973) yaitu disediakannya ”agri support services” pada setiap Unit Desa (seluas 500-1.000 Ha) yang terdiri dari;

· Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tenaga pengganti mahasiswa. Yang berperan untuk melakukan pengujian dan penyuluhan

· Lembaga Kredit (BRI Unit Desa), yang berperan dalam penyaluran dan penarikan kredit prosuksi

· Kiosk sarana produksi

· Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan dalam pengolahan dan pemasaran produk
Pada masa pelaksanaan BIMAS, dikenalkan beberapa metoda,  sistem kerja, dan kelembagaan penyuluhan sebagai berikut:
a) Memasuki musim tanam 1989/70, mulai dikenalkan beberapa metoda penyuluhan Demonstrasi Cara dalam bentuk Demplot, yang dibarengi dengan Demonstrasi Hasil dalam bentuk penyelenggaraan FFD (Farmers Field Day)
b) Mulai musim tanamn 1976/77, dikenalkan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) atau Training and Visit (TV) mengadop-si konsep dan pengalaman Benor dan Harison (1977)
c) Mulai 1979 dikenalkan inovasi-sosial berupa Intensifikasi Khusus yaitu usahatani kelompok seluas 1.000 Ha, sebagai pendukung inovasi teknologi yang tekah mengalami ”levelling off”
d) Mulai 1987, dilaksanakan Supra Insus, yaitu pelaksanaan INSUS yang disertai penerapan 10 Jurus Teknologi.

(10) Penyuluhan Pertanian Di Masa Reformasi
Sejak bergulirnya reformasi pada awal 1998 sampai dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 cq UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, kegiatan penyuluhan pertanian mengalami ketidak-pastian, baik kelembagaan, maupun sistem-kerjanya.

Meskipun secara formal masih menerapkan sistim-kerja LAKU, tetapi dalam implementasinya tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada masa ini, kegiatan penyuluhan pertanian (yang dilakukan oleh pemerintah) dinilai merosot sampai ke titik nadir (Slamet, 2005).

Mencermati keadaan penyuluhan pertanian seperti itu, sebagai tindak lanjut dari dicanangkannya program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tanggal 15 Juni 2005 di Purwakarta, pada tanggal 15 Nopember 2006 berhasil diundangkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang diharapkan dapat memberikan landasan: kebijakan, program, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian.

C. Desentralisasi Penyuluhan Pertanian
Sejak bergulirnya reformasi pada awal 1998, yang diikuti dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 (yang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pemerintahan yang   sentralistik menjadi desentralisasi yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.
Dengan kewenangan yang luas tersebut diharapkan agar daerah dapat mandiri dan mengembangan kemampuan dan prakarsanya untuk  mengelola sumber daya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu berkenaan dengan penyelenggaran  otonomi daerah yang menekankan pada  prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah, membuka tantangan besar bagi daerah untuk meli-batkan peran serta masyarakat dalam memajukan daerah.  Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga dimaksudkan  untuk mendorong pem-berdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut. Juga berdampak pada desentralisasi penyuluhan pertanian yang jauh-jauh hari sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian  No. 54 Tahun 1996/301/Kpts/ LP.120/4/96.
Pentingnya kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian, sebenarnya sudah disampaikan oleh Margono Slamet (1986) pada Kongres PERHIPTANI ke I di Subang, untuk menggantikan sistem penyuluhan yang bersifat regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan yang fasilitatif partisipatif. 

Tentang hal ini, World Bank melaporkan bahwa di beberapa negara Amerika Latin, desentralisasi penyuluhan  sudah berlangsung sejak dasawarsa 1980-an.  Dari kajian di 19 negara, 13 megara di antaranya telah melaksanakan desentralisasi penyuluhan pertanian sejak awal dasawarsa 1990-an.

(1)  Pengertian Desentralisasi

Secara sederhana, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 22/1999 ps. 1).  

Karena itu, desentralisasi harus dijiwai oleh adanya “legal self-suffici-ency”  dan “actual independence” (Nasution, 1999).  Pemberian kewenangan seperti itu, seringkali juga diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada pihak swasta. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut,  adalah kewenangan dalam penyelengga-raan pemerin-tahan (Sabarno, 2001), sedang Yuwono (2001) lebih melihat pada kewenangan dalam pemberian layanan-publik.

Berkaitan dengan pemahaman tentang desentralisasi tersebut,  pada hakekatnya dapat dibedakan dalam: desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal  (AKIS, 2000).  Oleh Abe (2001), Desentralisasi Administrasi juga dapat diartikan sebagai dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan atau pendelegasian dari pemerintah nasional kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah nasional dan atau aparat pusat di daerah.  Sedang desentralisasi politik disebut juga sebagai devolusi, atau pemberian kewenangan dalam bentuk peluang masyarakat untuk melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Khusus kaitannya dengan desen-tralisasi penyuluhan pertanian, dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan pola penyuluhan pertanian dari yang bersifat instruktif regulatif  ke arah informatif-fasilitatif (Soetrisno, 1986).

Desentralisasi fiskal, dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian anggara pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota), yang di Indoensia diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

(2)  Syarat Dan Ukuran Keberhasilan Desentralisasi

Abe (2001) mengemukakan beberapa persyaratan internal  dan syarat eksternal untuk mewujudkan desentralisasi, yaitu:

a) Syarat-syarat internal yang mencakup:

· kesiapan masyarakat untuk keluar dari kebiasaan sen-tralistik 

· kesiapan aparat-bawah, untuk lebih kreatif dan mening galkan sikap “menunggu petunjuk”

· kesiapan aparat-atas untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah

· meningkatnya kontrol masyarakat melalui pemberdayaan “parlemen”

b) Syarat-syarat eksternal, yang teridiri dari:

· kesungguhan pemerintah pusat (nasional) untuk terse-lenggaranya desentralisasi

· tumbuh dan berkembangnya kerjasama antar daerah

Dengan pendekatan berbeda, Iglesias (Kaho, 2001), menyebutkan adanya 5 (syarat) terwujudnya desentralisasi, yaitu:

a) tersedianya sumberdaya, khususnya keuangan yang cukup

b) struktur (organisasi) pemerintahan yang kuat dan efisien

c) teknologi tepat-guna dan efisien untuk melaksanakan pemba-ngunan

d) dukungan atau partisipasi masyarakat

e) kepemimpinan yang mampu mengoptimalkan input-input yang tersedia dalam kondisi sangat terbatas.

Di pihak lain, AKIS (2000) menegaskan bahwa desentralisasi dalam beragam bentuk, baik desentralisasi administrasi, desen tralisasi politik, desentralisasi fiskal yang tercermin pada perubahan beragam kebijakan, menuntut 4 (empat) persyaratan untuk mensukseskannya, yaitu:

a) Pengembangan keterlibatan masyarakat baik di bidang politik maupun kegiatan pembangunan.

b) Pemanfaatan sumberdaya finansial bagi lembaga-lembaga desentralisasi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya.

c) Pengembangan kapasitas administratif pada unit-unit lokal untuk melaksanakan tugas-tugasnya

d) Pemantaban mekanisme kelembagaan politik dan birokrasi pemerintahan yang bertanggung-gugat 

Sejalan dengan syarat-syarat bagi penyelenggaraan desentralisasi tersebut, Widjaja (1992) mengemukakan beberapa ukuran keberhasil-an desentralisasi yang meliputi:

a) kemampuan keuangan daerah, yang ditunjukkan dari proporsi pendapatan aseli daerah (PAD) terhadap jumlah total pembiayaan daerah

b) kemampuan aparatur, baik jumlah maupun mutu (pendidikan, pengalaman, kompetensi, dll)

c) partisipasi masyarakat
d) variabel-variabel ekonomi kaitannya dengan rata-rata pendapatan masyarakat
e) variabel non-ekonomi, terutama yang terkait dengan tersedianya kesempatan-kerja bagi muda-usia.

Sehubungan dengan pengukuran keberhasilan desentralisasi, Parker (1995) mengungkapkan indikator-indikator desentralisasi sebagai yang dikemukakan dalan Gambar 19.

(3)  Desentralisasi Penyuluhan Pertamian

Desakan tentang pentingnya desentralisasi penyuluhan pertanian, sebenarnya semakin dirasakan pentingnya sejak awal dasawarsa 1990-an,  terutama terkait dengan:
a) desentralisasi administrasi, yaitu pergerakan tanggung-jawab kegiatan penyuluhan kepada pemerintah daerah.

b) desentralisasi politik, untuk mengembangkan keterlibatan/partisi-pasi masyarakat dalam penetapan program-program prioritas,  perencanaan, dan pengelolaannya

c) desentralisasi fiskal, untuk memberikan tanggungjawab fiskal kepada pemerintah daerah dan kelompok-kelompok produsen 

Kajian yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin tentang alasan-alasan tentang pentingnya desentralisasi penyuluhan pertanian, amtara lain mengungkapkan:

a) Kelemahan strategi nasional dalam menyerap/mengakomodasi aspirasi lokal pada kegiatan perencanaan penyuluhan pertanian yang diperlukan

b) Rendahnya mutu supervisi/pengawasan
c) Lemahnya aliran pengetahuan/inovasi bagi kaum miskin, utama-nya yang menyangkut keterkaitan penelitian, penyuluhan dan lembaga-lembaga pelatihan

d) Lemahnya pengembangan karir penyuluh, terutama yang bekerja berdasarkan kontrak.

e) Lemahnya posisi-tawar masyarakat  miskin untuk memperoleh subsidi dari pemerintah. 

Tentang hal ini, kajian yang dilakukan terhadap negara-negara yang telah melakukan desentralisasi, membuktikan bahwa:

a) adanya keseimbangan yang adil antara pusat dan daerah,  baik secara administratif, politis, dan fiskal.
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Gambar 19.   Indikator Keberhasilan Desentralisasi

b) desentralisasi politis, merupakan unsur yang penting dalam pemi-lihan wakil-wakil rakyat.

c) Meningkatnya peran LSM dan partisipasi masyarakat yang signi-fikan.

(4) Peran Penyuluhan Dalam Desentralisasi
Telaahan lebih lanjut tentang proses desentralisasi penyuluhan pertanian, menunjukkan tentang pentingnya identifikasi pelaksana/ penanggungjawab peran-peran penyuluh, apakah tetap dipegang oleh pemerintah pusat ataukah lebih didesentralisasikan, yaitu:

a) Perumusan kebijakan, strategi dan perencanaan  penyuluhan (sentraliasi)

b) Program pelatihan untuk penyuluh (sentralisasi dan desentrali-sasi)

c) Dukungan spesialis-teknis untuk kegiatan penyuluhan  (sentrali-sasi)

d)  Produksi materi penyuluhan, produk audio-visual, buku pedo-man, dan bahan-bahan penyuluhan yang lain (yang biasanya disentralisir

e) Monitoring dan  Evaluasi untuk mendukung mutu program ter-kait (yang dibutuhkan pada semua aras manajemen)

f) Program-program pelatihan untuk masyarakat/petani (pada umumnya didesentralisasikan)

g) Layanan informasi pasar (sentralisasi)

h) Dorongan terhadap (termasuk pengendalian) penyuluhan swasta (privatisasi dicampur dengan pengendalian sentralistis dan desen-tralistis)

i) Media masa untuk kampanye, termasuk siaran radio, TV, majalah pertanian, surat-kabar,  ((yang biasanya disentralisir,  tetapi sangat mungkin untuk didesentralisasikan atau diserahkan kepada pihak swasta/diprivatisasikan

j) Penyebar-luasan telepon, internet,  serta kontak (tanya-jawab) dari petani, serta lembaga-lembaga agribisnis dan penyuluhan, yang disentralisasikan. 

(5)  Praktek Desentralisasi Yang Baik

Hingga kini, diakui bahwa desentralisasi sangat bermanfaat bagi pengembangan fungsi sistem (diseminasi) teknologi.  Maskipun demikian, harus dipahami bahwa, desentralisasi hanyalah sekadar alat, dan bukannya tujuan akhirnya.  Artinya, desentralisasi bukanlah satu-satunya alat untuk mengembangkan fungsi diseminasi teknologi.

Di bawah ini, disampaikan beberapa praktek desentralisasi yang memberikan hasil baik, yaitu:

a) Layanan yang dibutuhkan

Manfaat utama dari pelaksanaan desentralisasi adalah, pemberdayaan terhadap (petani) produsen, sehingga mampu menyampaikan ragam dan jenis teknologi yang dibutuhkan.  Melalui desentralisasi, juga terjadi peningkatan pemanfaatan hak-milik dan dana masyarakat untuk kegiatan penyuluhan.

Pembaharuan ini akan memperkuat sisi permintaan dari sistem penyuluhan, tetapi tidak selalu menjamin peningkatan kontrol masya-rakat dalam proses pengambilan keputusan.  Karena itu, desentralisasi penyuluhan yang dilakukan pemerintah harus mampu memberdaya-kan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang agenda penyuluhan melalui perencanaan partisipatif, pemanfaatan dana-pendukung, serta pelibatan organisasi masyarakat di dalam pelaksa-naannya. Baik layanan penyuluhan maupun penelitian terapan, kedua-nya sangat bermanfaat bagi pelaksanaan desentralisasi, terutama bagi para pengguna atau penerima manfaatnya.

Desentralisasi administrasi penyuluhan, akan memfasilitasi partisipasi serta mendorong kemitraan antar pelaku penyuluhan, dan keterlibatan  LSM-LSM.   Desentralisasi penyuluhan juga menawarkan peluang-peluang penting  kepada pihak swasta  untuk berbagi membiayai kegiatan penyuluhan.  Di samping itu, desentralisasi juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan evaluasi kinerja penyuluh, program-program penyuluhan, serta penghargaan terhadap penyuluh agar mereka dapat semakin baik melaksanakan fungsinya. 

b) Penyesuaian strategi penyuluhan 

      terhadap lingkungan kelembagaan lokal

Harus diakui bahwa, setiap lokalitas atau komunitas tertentu, pasti memiliki kerangka-hukum dan peraturannya sendiri, tradisi politik, struktur administrasi, serta perangkat  sosial dan agro-ekologinya masing-masing. Karena itu, desentralisasi penyuluhan harus disesuai-kan dengan potensi serta kebutuhan lokal.

Organisasi masyarakat lokal, memilki potensi tinggi untuk dilibatkan dalam program-program penyuluhan. Tetapi, sering kali belum memi-liki kapasitas yang memadai, keanggotaan yang terbatas serta kemam-puan kepemimpinan yang belum mapan. Karena itu, dibutuhkan investtasi untuk pemberdayaannya, sehingga benar-benar dapat diha-rapkan untuk menangani program-program penyuluhan yang diru-muskan bersama masyarakat.  Di lain pihak, desentralisasi adminis-trasi penyuluhan harus tercermin pada desentralisasi politik.  Sebab, apapun program yang diranncang, maupun metoda yang akan digunakan akan sangat ditentukan oleh keputusan politik setempat.

c)  Penguatan suport pusat terhadap penyuluhan

Atas beberapa pertimbangan ekonomi (skala usaha dan sifat-sifat layanan yang diperlukan), beberapa  fungsi sistem eknologi seringkali harus disentralisir.  

Hal ini, juga berkaitan dengan pengendalian mutu penyuluhan (seperti: pelatihan, dukungan penyuluh spesialis, dan produksi bahan-bahan penyuluhan), serta kegiatan pemantauan dan evaluasi.  Di lain pihak, mutu dari penyuluhan di lapangan sangat terganung kepada program-programnya, yang memerlukan penguatan kelembagaan lokal melalui desentralisasi penyuluhan.

Dsentralisasi penyuluhan memerlukan dukungan perencanaan pusat dan koordinasi program-program, fasilitasi terhadap keterkaitan antar lembaga, perumusan kebijakan nasional, serta prioritas kegiatan oleh pusat. Dalam hubungan ini, keberhasilan model keterkaitan antara penelitian dan penyuluhan sangat dibutuhkan dalam desenralisasi penyuluhan.  Demikian pula, dengan pemantauan dan evaluasi yang terpusat yang sangat diperlukan guna perencanaan dan kajian banding tentang kinerja dan dampak yang ditimbulkan.

d)  Pengembangan mekanisme perumusan kebijakan 

Dalam sistem campuran

Pembiayaan pemerintah pusat untuk program-program penyuluhan harus dikaitkan dengan sasaran-sasaran kebijakan nasional (seperti: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan koservasi lingkung-an).  Dalam hubungan ini, perlu adanya “rekonsiliasi” yang luwes antara kebijakan pusat dan kebutuhan-kebutuhan di daerah, terutama yang menyangkut perencanaan, dan pembiayaan atau alokasi anggar-an yang diperlukan.

e)  Harapan keberlanjutan pembiayaan sektor publik
Pada jangka pendek, desentralisasi sangat jarang dapat mengurangi kebutuhan anggaran pusat untuk kegiatan penyuluhan, dan kelem-bagaan desentralisasi justru membutuhkan pembiayaan dari pusat yang terus meningkat, setidak-tidaknya pada masa peralihan. Tentang hal ini, desentralisasi penyuluhan harus mampu menumbuh-kembang-kan partisipasi masyarakat (LSM dan swasta) untuk pembiayaan kegiatannya.

f) Transfer biaya untuk riset dan penyuluhan

Untuk pelaksanaaan desentralisasi penyuluhan, adanya transfer pem-biayaan dari pusat ke daerah hampir tidak mungkin ditiadakan.

Dalam hubungan ini, diperlukan pemberdayaan kepada (petani) produsen agar dapat menjalin kontrak-kerjasama penelitian dan penyuluhan (terutama untuk peningkatan efek-tivitas pembiayaan) dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan kegiatan pertanian, khususnya dengan kalangan swasta dan LSM.

g) Perencanaan untuk masa transisi 
      dan pengembangan kapasitas lokal

Desentralisasi penyuluhan akan berimplikasi dengan perubahan-perubahan mendasar pada jajaran birokrasi dan operasionalisasi programnya.  Masa-masa peralihan seperti itu, akan sangat sulit dan harus diantisipasi melalui perencanaan yang cermat, promosi tentang prinsip-prinsip yang rasional dibalik reformasi, serta penyiapan “manual baru” dan panduan di masa transisi. 

Pengenalan secara cepat tentang hal-hal tersebut tentunya sangat bermanfaat, agar masa transisi tersebut berlangsung “lunak”, semen-tara itu, para pengambil keputusan perlu “menunda” segala bentuk perubahan yang akan dilakukan.

h) Jaminan tentang pemantauan dan evaluasi 

terhadap sistem desentralisasi 

Sistem desentralisasi, terutama pada tahap-tahap awal,  sangat mem-butuhkan pemantauan dan evaluasi yang ceemat dari pusat,  untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah tentang fungsi-fungsi program, siapa yang akan diuntungkan, serta bagaiamana dampak program yang akan ditimbulkan. 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, harus mampu memberi-kan masukan informasi untuk perencanaan guna perumusan “panduan” dan prioritas kegiatan yang diperlukan. Kegiatan peman-tauan dan evaluasi yang dilakukan, juga harus mendorong pemerintah daerah untuk melaku-kannya sendiri guna mendukung para pengam-bil-keputusan, manajemen program, dan perencanaan pada tingkat lokal. 
Secara praktis, kegiatan pemantauan dan evaluasi  dapat diintegrasi-kan dengan sistem yang komprehensif untuk mengembangkan  kegiatan pengumpulan data  yang dibutuhkan, utamanya untuk men-jamin keterandalan mutu data yang dikumpulkan.
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